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ABSTRAK 
Penguasaan tanah tanpa hak merupakan tindak pidana dimana seseorang 

yang telah menguasai sebidang tanah tanpa memiliki bukti kepemilikan hak atas 
tanah. Rumusan masalah ini adalah bagaimana pengaturan pemanfaatan tanah 
negara tanpa izin yang dilakukan oleh masyarakat,bagaimana faktor terjadi 
perbuatan pidana penguasaan tanah negara tanpa izin, bagaimana ancaman pidana 
dari tindak penguasaan tanah negara tanpa izin. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa faktor terjadi perbuatan pidana penguasaan tanah negara tanpa izin adalah 
karena karena adanya perbedaan/benturan nilai (kultural), perbedaan tafsir 
mengenai informasi, data atau gambaran objektif kondisi pertanahan setempat 
(teknis), atau perbedaan /benturan kepentingan ekonomi yang terlihat pada 
kesenjangan struktur pemilikan dan penguasaan tanah. Ancaman pidana dari 
tindak penguasaan tanah negara tanpa izin atau kuasanya yang sah adalah 
perbuatan yang dilarang dan di ancam dengan hukuman pidana dan menurut 
Undang-Undang PNomor 51/prp/1960 pasal 6 ayat 1 untuk melakukan proses 
eksekusi terhadap seorang yang melakukan perbuatan memakai tanah tanpa ijin 
yang berhak atau kuasanya yang sah.  

 
Kata Kunci: Sanksi Pidana, Tanah Negara, Tanpa Izin 

 

ABSTRACT 
Ownership of land without rights is a crime in which a person who has mastered 
a plot of land without having proof of ownership of land rights. The formulation 
of the problem in this is how to regulate the use of state land without permits 
carried out by the community, how factors occur criminal acts of state land tenure 
without permission, what are the criminal threats from acts of state land tenure 
without permission. The results of the study show that the factors that led to the 
criminal act of occupying state land without a permit were due to differences/ 
clashes in values (cultural), differences in interpretation regarding information, 
data or objective descriptions of local land conditions (technically), or 
differences/ clashes of economic interests that can be seen in gaps in the structure 
of land ownership and control. The criminal threat of an act of possession of state 
land without a valid permit or proxy is an act that is prohibited and punishable by 
criminal penalties and according to Law PNo. 51/prp/1960 article 6 paragraph 1 
to carry out the execution process for someone who commits an act of using land 
without the rightful permission or its legal power of attorney.  
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PENDAHULUAN 

Negara Kesaturan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang -Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan dan 

perlindungan atas hak-hak warga negara, antara lain hak warga negara untuk 

mendapatkan, mempunyai, dan menikmati hak milik. Hal ini penting untuk 

dilakukan mengingat tanah merupakan salah satu permasalahan pokok di 

Indonesia. 

Secara formal, kewenangan Pemerintah untuk mengatur bidang pertanahan 

tumbuh dan mengakar dari Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang 

menegaskan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dikuasai oleh Negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat”. Kemudian dituntaskan secara kokoh dalam Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut 

UUPA). Selanjutnya merambah ke berbagai peraturan organik dalam bentuk 

Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Presiden, dan Peraturan 

yang diterbitkan oleh pimpinan instansi teknis di bidang pertanahan. 

Tanah dalam ruang lingkup agraria merupakan bagian dari bumi yang 

disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksudkan di sini bukan mengatur tanah 

dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya yaitu 

tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak.  

Kepentingan bangsa dan negara tercantum pada penjelasan umum butir ke-

2 UUPA yang menyebutkan bahwa Negara atau pemerintah bukanlah subjek yang 

dapat mempunyai hak milik, demikian pula tidak dapat sebagai subjek jual-beli 

dengan pihak lain untuk kepentingannya sendiri. Dalam arti bahwa negara tidak 

dapat berkedudukan sebagaimana individu. Menurut Muhammad Yamin, bahwa 

“Negara sebagai organisasi kekuasaan dalam tingkatan-tingkatan tertinggi diberi 

kekuasaan sebagai badan penguasa untuk menguasai bumi, air dan ruang angkasa, 

dalam arti bukan memiliki”. 

Tanah sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA 

yaitu atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 
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ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, 

yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun 

bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. 

Tanah adalah permukaan bumi yang memiliki berbagai jenis hak, salah 

satunya dari jenis hak yang ada pada tanah adalah hak milik atas tanah. Hak milik 

atas tanah merupakan hak yang diberikan oleh negara agar dapat dimiliki oleh 

semua warga negara Indonesia dengan cara melakukan pendaftaran tanah. tanah 

terdiri atas nilai yang sangat berharga bagi kehidupan manusia. 

Sejak zaman dahulu tanah berhubungan erat dengan kelangsungan hidup 

manusia setiap hari dan merupakan kebutuhann hidup manusia yang sangat dasar. 

Manusia hidup serta bertumbuh biak, juga melakukan aktivitasnya di atas tanah, 

seperti contoh rumah sebagai tempat berlindung serta berbagai gedung 

perkantoran, industri, pusat perbelanjaan, sekolah, dan lainnya didirikan di atas 

tanah. 

Pentingnya tanah untuk kehidupan oleh karena itu manusia selalu berusaha 

untuk menguasai tanah. Upaya seperti ini dilakukan seperti mebuka hutan atau 

perladangan, membeli dari pemilik tanah yang menjual, pertukaran- menukar, dan 

upaya lainnya. Penguasaan tanah telah diupaya seoptimal mungkin untuk dapat 

meningkatkan kesejahteraan hidup masing-masing manusia. 

Kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat dikarenakan kegiatan 

pembangunan dan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat yang tidak 

diimbangi dengan persediaan tanah yang terbatas. Ketidakseimbangan itu telah 

menimbulkan persoalan dari banyak segi. yaitu yuridis dan juga ekonomi, sosial 

dan politik. Hal ini disebabkan karena tanah merupakan kebutuhan yang sangat 

mendasar dan menempati kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam 

kehidupan dan pembangunan, di masa sekarang dan masa yang akan datang.  

Begitu pentingnya kegunaan tanah bagi orang atau badan hukum menuntut 

adanya jaminan kepastian hukum atas tanah tersebut. Tanah tidak dapat dipindah-

pindahkan dan yang dapat dipindah-pindahkan atau berpindah ialah hak-hak atas 

sesuatu bidang tanah. Pemindahan atau peralihan hak atas tanah ini harus 
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dibuktikan dengan akta otentik. Segala permasalahan yang terjadi sering 

menciptakan situasi yang tidak diinginkan baik antara pemilik maupun antar 

pemilik dengan penguasa dan pengusaha atas tanah tersebut. Untuk itu perlu 

diikuti kewajiban mendaftarkan dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi 

dikemudian hari. Asas mutakhir menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah 

secara terus-menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di 

Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan 

Apabila suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikatnya secara sah atas 

nama perorangan atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan 

itikad baik dan secara nyata menguasai tanah tersebut, maka pihak lain yang 

merasa mempunyai hak atas tanah tersebut tidak dapat lagi menuntut haknya, 

apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat  

tersebut, tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat 

dan Kepala Kantor Pertanahan atau tidak mengajukan gugatan ke pengadilan 

mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat . 

METODE PENELITIAN 

Metodeologi penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana 

cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu 

penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. Dalam penelitian metode merupakan unsur paling utama dan 

didasarkan pada fakta dan pemikiran yang logis sehingga apa yang diuraikan 

merupakan suatu kebenaran. 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang 

menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-

undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian 

deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, 

gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran 

suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain 

dalam masyarakat. Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah 

mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam 
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aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya 

dalam praktik dan putusan-putusan hukum. 

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian 

yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan cara 

meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku-buku 

serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, 

asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan 

perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya yang relevan 

dengan perumusan penelitian. 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini menggunakan 

metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan yuridis empiris. 

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengacu pada norma-

norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan. Meniliti bahan 

kepustakaan atau data sekunder yang mencakup asas-asas hukum sistematika 

hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan 

sejarah hukum. 

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang 

diperlukan untuk mendukung yaitu berupa studi dokumen digunakan untuk 

memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, 

mengidentifikasi dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan objek 

penelitian. Data sekunder tersebut diperoleh dengan mempelajari buku-buku, hasil 

penelitian dan dokumen-dokumen perundang-undangan yang berkaitan dengan 

sanksi pidana dalam pemanfaatan tanah negara tanpa izin. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hak atas tanah merupakan hak penguasaan atas tanah yang berisikan 

serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya 

untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib 

atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang 
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menjadi kriteria atau tolok pembeda diantara hak-hak penguasaan atas tanah yang 

diatur dalam hukum tanah. 

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang 

haknya untuk menggunakan tanah atau mengambil manfaat dari tanah yang 

dihakinya.  

Hak-hak atas tanah merupakan salah satu perwujudan dari hak menguasai 

negara dalam bidang pertanahan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960. Dasar hukum ketentuan hak-hak atas tanah diatur dalam 

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yaitu “Atas dasar hak 

menguasai dari negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan 

adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat 

diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-

sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”. 

Menurut Urip Santoso yang dimaksud hak atas tanah adalah hak yang 

memberikan wewenang kepada yang mempunyai hak untuk menggunakan atau 

mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Kata “Menggunakan” 

mengandung pengertian bahwa hak atas tanah digunakan untuk kepentingan 

mendirikan bangunan, misalnya rumah, toko, hotel, kantor, pabrik, kata 

“mengambil manfaat” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah digunakan 

untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan, misalnya untuk kepentingan 

pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan. 

Pengertian terhadap istilah hak ulayat ditegaskan oleh G. Kertasapoetra 

menyatakan bahwa hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki 

oleh sesuatu persekutuan hukum (desa, suku) untuk menjamin ketertiban 

pemanfaatan/pendayagunaan tanah. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh 

suatu persekutuan hukum (desa, suku), dimana para warga masyarakat 

(persekutuan hukum) tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang 

pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan (kepala suku/kepala desa yang 

bersangkutan). 
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Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu 

masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam 

lingkungan wilayahnya, yang sebagai telah diuraikan di atas merupakan 

pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan 

sepanjang masa. Kewenangan dan kewajiban tersebut masuk dalam bidang hukum 

perdata dan ada yang masuk dalam bidang hukum publik. Kewenangan dan 

kewajiban dalam bidang hukum perdata berhubungan dengan hak bersama 

kepunyaan atas tanah tersebut. Sedangkan dalam hukum publik, berupa tugas 

kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, penguasaan, 

penggunaan, dan pemeliharaannya ada pada Kepala Adat/Tetua Adat. 

Dengan demikian hak ulayat menunjukkan hubungan hukum 

antara masyarakat hukum (subyek hukum) dan tanah/wilayah tertentu 

(objek hak). Hak ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah 

masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah dihaki oleh seseorang 

maupun yang belum 

Konsepsi hak ulayat menurut hukum adat terdapat nilai-nilai komunalistik-

religius magis yang memberi peluang penguasaan tanah secara individual, serta 

hak-hak yang bersifat pribadi, namun demikian hak ulayat bukan hak 

perseorangan. Sehingga dapat dikatakan hak ulayat bersifat komunalistik karena 

hak itu merupakan hak bersama anggota masyarakat hukum adat atas tanah yang 

bersangkutan. 

Sifat magis-religius menunjuk kepada hak ulayat tersebut merupakan 

tanah milik bersama, yang diyakini sebagai sesuatu yang memiliki sifat gaib dan 

merupakan peninggalan nenek moyang dan para leluhur pada kelompok 

masyarakat adat itu sebagai unsur terpenting bagi kehidupan dan penghidupan 

mereka sepanjang masa dan sepanjang kehidupan itu berlangsung. 

Dilihat dari sistem hukum tanah adat tersebut, maka hak ulayat dapat 

mempunyai kekuatan berlaku kedalam dan keluar. Kedalam berhubungan dengan 

para warganya, sedang kekuatan berlaku keluar dalam hubungannya dengan 
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bukan anggota masyarakat hukum adatnya, yang disebut  orang asing atau orang 

luar.  

Kewajiban utama penguasa adat yang bersumber pada hak ulayat ialah 

memelihara kesejahteraan dan kepentingan anggota-anggota masyarakat 

hukumnya, menjaga jangan sampai timbul perselisihan mengenai penguasaan dan 

pemakaian tanah. Sedangkan untuk hak ulayat mempunyai kekuatan berlaku ke 

luar hak ulayat dipertahankan dan dilaksanakan oleh penguasa adat masyarakat 

hukum adat yang bersangkutan. Orang-orang asing, artinya orang-orang yang 

bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang bermaksud 

mengambil hasil hutan, berburu atau membuka tanah, tanpa ijin penguasa adatnya. 

Tanah negara seperti hal sebutan tanah yang lain, misalnya tanah milik dan 

sebagainya, hal ini menunjukan suatu status hukum tertentu antara objek dan 

subjeknya yang dalam konteks ini lebih kepada hubungan kepemilikan atau 

kepunyaan antara subjek dan objek yang bersangkutan. Dalam pengertian tersebut 

maka jika kita menyebutkan tanah negara artinya adalah tanah sebagai objek dan 

Negara sebagai subjeknya dimana negara sebagai subjek mempunyai hubungan 

hukum tertentu dengan objeknya yakni tanah. Adapun hubungan hukum itu dapat 

berupa hubungan kepemilikan kekuasaan atau kepunyaan. 

Di dalam konsep hukum sebutan menguasai atau dikuasai dengan dimiliki 

ataupun kepunyaan dalam konteks yuridis mempunyai arti/makna berbeda dalam 

menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula. Arti dikuasai tidak sama dengan 

pengertian dimiliki. Jika kita menyebutkan tanah tersebut dikuasai atau menguasai 

dalam arti “possession” makna yuridis adalah tanah tersebut dikuasi seseorang 

secara fisik dalam arti factual digarab, dihuni, namun belum tentu bahwa secara 

yuridis dia adalah pemilik atau yang punya tanah tersebut. Demikian juga bila 

menyebutkan bahwa tanah tersebut dimiliki atau kepunyaan dalam arti 

“ownership” dalam pengertian yuridis maka dapat diartikan bahwa tanah tersebut 

secara yuridis merupakan tanah milik atau kepunyaannya, namun bukan berarti 

juga dia secara fisik menguasai tanah tersebut, karena mungkin adanya hubungan 

kerjasama atau kontraktual tertentu. Bentuk lain bisa juga bahwa tanah tersebut 
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diduduki oleh orang tanpa izin yang berhak okupasi. Makna okupasi atau 

“accupation” lebih kepada penguasaan secara fisik atau faktual tanpa diikuti hak 

(right) dalam arti sah secara hukum. 

Dari pengertian diatas bahwa tanah merupakan sarana untuk melaksanakan 

pembangunan. Kedudukan tanah yang penting ini kadang tidak diimbangi dengan 

usaha untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dalam bidang 

pertanahan. Fakta memperlihatkan bahwa keresahan dibidang pertanahan 

mendatangkan dampak genatif di dibidang sosial, politik dan ekonomi. 

Tanpa adanya planning, maka pemakaian tanah-tanah pemerintah terutama 

hanya akan berpedoman pada kepentingan masing-masing atau pada keuntungan 

insidentil yang mereka harapkan dari jenis-jenis tanaman tertentu. Dengan 

planning maka dapat dicapai keseimbangan yang baik antara luas tanah dengan 

jenis-jenis tanaman yang penting bagi rakyat dan negara. Dalam planning 

diberikan jatah tanah menurut keperluan rakyat dan negara untuk jenis tanaman-

tanaman yang penting bagi program sandang pangan, baik bagi bahan pangan 

maupun tanaman perdagangan. 

Ketergantungan manusia terhadap tanah telah tumbuh sangat besar, baik 

untuk kebutuhan perumahan maupun penghidupan, namun persediaan tanah 

sangat terbatas, baik dalam jumlah maupun ruang, dan semua aspek kebutuhan 

manusia tidak bertambah. Ketimpangan antara jumlah dan luas tanah yang 

tersedia serta meningkatnya permintaan pemanfaatannya menjadikan tanah begitu 

penting sehingga campur tangan negara dengan aparat hukum pertanahan mutlak 

diperlukan. 

Kompleksitas konflik pertanahan sebagai akibat dari kebutuhan tanah, 

dengan sendirinya harus diantisipasi oleh pemerintah dengan berbagai upaya dan 

langkah-langkah baik bersifat preventif maupun bersifat refresif. Oleh karena itu, 

di samping mempersiapkan sumber daya aparat yang berkualitas dan professional, 

juga diperlukan adanaya tindakan nyata berupa penegakan hukum dalam berbagai 

aspek terhadapat berbagai peraturan perundang-undangan baru yang sesuai 

dengan tuntutan dan kebutuhan perkembangan konflik pertanahan yang terjadi. 
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Pola konflik pertanahan di Indonesia sudah bergeser dari konflik secara 

horizontal di masa Orede Lama menjadi konflik yang bersifat vertikal di masa 

Orde Baru, artinya pada masal Orde Lama menjadi konflik pertanahan lebih 

didominasi antara rakyat dengan rakyat, akan tetapi pada masa Orde Baru Konflik 

pertanahan tidak hanya antara rakyat dan rakyat tetapi terdapat kecenderungan 

lebih didominasi konflik antara rakyat dengan pemodal yang sering didukung oleh 

intervensi pemerintah. 

Corak dan akar konflik pertanahan yang terjadi dalam kenyataan 

menunjukan bahwa penyelesaian senantiasa menempatkan masyarakat pemilik 

tanah dari lapisan bawah pada posisi yyang dikalahkan. Dengan kata lain, apabila 

terjadi konflik maka masyarakat lapisan bahwa tersebut hamper selalu tidak 

memperoleh perlindungan hukum. 

Fakta lain menunjukan bahwa pada tingkat penegakan hukum ternyata 

konflik pertanahan terkait dengan beberapa aspek hukum sekaligus. Studi hukum 

normative yang dilakukan Philipus M. Hadjon memperlihatkan dalam kasus-kasus 

pertanahan tertentu terdapat keterkaitan antara aspek tata usaha negara dengan 

aspek pidana. 

Penyelesaian Konflik pertanahan selama ini yang ditempuh secara formal 

oleh para pencari keadilan dengan melalui jalur proses perdata, proses pidana 

termasuk proses diluar kodifikasi hukum pidana dan proses tata usaha negara, di 

samping belum terlaksana secara efektif juga kurang memberikan perlindungan 

hukum terhadap para pemilik hak atas tanah. Penyelesaian konflik pertanahan 

melaui hukum pidana pada khususnya ketentuan perundang-undangan di luar 

kodifikasi hukum pidana yang mengatur tentang konflik pertanahan merupakan 

salah satu alternative proses yang dapat ditempuh oleh para pencari keadilan. 

Potensi perbuatan merugikan yang bersifat kriminal di bidang konflik 

pertanahan semakin luas, sementara substansii ketentuan sanksi pidana 

perundang-undangan yang diatur dalam hukum pidana khususnya diluar 

kodifikasi hukum pidana tidak memadai dan tidak relavan terhadap konflik 

pertanahan sehingga kurang memberikan perlindungan hukum kepada pemilik 
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hak atas tanah dan masyarakat pada umumnya. Diundangkannya Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah yang secara normative 

berdasarkan ketentuan Passal 14 undang-undang tersebut memberikan otonomi di 

bidang pertanahan kepada daerah, membawa suasana dan problem baru dalam 

konteks pertanahan yang semakin berkembang. 

Berdasarkan hal tersebut, maka kebijakan sanksi pemidanaan dalam 

penyelesaian konflik pertanahan di luar kodifikasi hukum pidana merupakan 

fokus pembahasan dalam buku ini. Mengingat norma dan sanksi yang terdapat 

dalam penerapan aturan hukum pidana tidak member jaminan pemilik tanah untuk 

perlindungan hukum yang memadai sesuai dengan kebutuhan hukum pidana yang 

berkembang.  

KESIMPULAN 

Pengaturan pemanfaatan tanah negara tanpa izin yang 

dilakukan oleh masyarakat diatur dalam Undang-Undang No. 51 Prp tahun 1960 

dinyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin atau kuasanya yang sah adalah 

perbuatan yang dilarang dan di ancam dengan hukuman pidana 

Faktor terjadi perbuatan pidana penguasaan tanah negara tanpa izin adalah 

karena karena adanya perbedaan/benturan nilai (kultural), perbedaan tafsir 

mengenai informasi, data atau gambaran objektif kondisi pertanahan setempat 

(teknis), atau perbedaan /benturan kepentingan ekonomi yang terlihat pada 

kesenjangan struktur pemilikan dan penguasaan tanah 

Ancaman pidana dari tindak penguasaan tanah negara tanpa izin atau 

kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan di ancam dengan hukuman 

pidana dan menurut Undang-Undang PNomor 51/prp/1960 pasal 6 ayat 1 untuk 

melakukan proses eksekusi terhadap seorang yang melakukan perbuatan memakai 

tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah. Dimana proses menjerat 

pelaku tindak pidana ini hanya dengan membuat laporan polisi, selanjutnya polisi 

melakukan proses BAP. Sehingga penuntutan dalam proses pengadilan yang 

dimulai dari pemeriksaan singkat dan perbuatan ini dikategorikan dalam hal 

pelanggaran. Pengenaan pasal ini terhadap tersangka adalah dapat dikatakan 
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senjata terakhir, karena di dalam KUHP sendiri tidak ada pasal yang dapat 

menjerat tersangka (secara tegas), di dalam KUHP pada Pasal 385 yang masuk 

klasifikasi ini adalah kejahatan. 
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